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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan pertumbuhan ekonomi pada saat ini diiringi dengan bertambahnya
persaingan yang lebih ketat. Banyak perusahaan atau instansi pemerintahan memiliki
tujuan yang sama yaitu untuk memperoleh laba atau keuntungan. Dalam pengambilan
keputusan keuangan untuk meningkatkan laba atau keuntungan biasanya perusahaan
membutuhkan sistem akuntansi.

Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang berfungsi untuk menyediakan data
secara kuantitatif yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan - keputusan
ekonomi dan memilih alternatif yang terbaik dari suatu kegiatan dalam berbagai
macam bidang terutama dalam bidang akuntansi.

Semakin berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi serta pertumbuhan
ekonomi yang cepat, akuntansi mempunyai berbagai macam bidang — bidang yaitu,
Akuntansi  Pemerintahan (Governmental Accounting), Akuntansi Keuangan
(Financial Accounting), Akuntansi Manajemen (Management Accounting) dan

sebagainya.

“Akuntansi Pemeritahan dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas pemberian
jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses
pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, suatu transaksi keunagan pemerintahan
serta penafsiran atas informasi keuangan” (Nurmalia dan Achmad, 2017:1). Dalam
Akuntansi Pemerintahan, data akuntansi di gunakan untuk memberikan informasi

mengenai ekonomi dan keuangan yang berkaitan dengan organisasi pemerintahan dan



organisasi lain yang tidak bertujuan mencari laba, melainkan melayani masyarakat

dalam urusan dengan pemerintah.

Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat penyusunan
Laporan Keuangan Tahunan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kaidah — kaidah
pengelolaan keuangan yang sesuai dalam Pemerintahan dan berpedoman pada
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Dalam pengelolaan akuntansinya kas merupakan alat pembayaran likuid yang
harus dikelola dengan baik untuk menghindari penyimpangan dan penyelewengan,
karena kas dapat dengan mudah di pindah tangankan dan tidak adanya bukti
kepemilikan. Permasalahan pada kas ini dapat di hindari dan diminimalisasi dengan
sistem akuntansi pengeluaran kas yang baik dan benar. Kas pada Instansi pemerintahan
dan perusahaan dapat dipergunakan sebagai dana yang diperlukan untuk kepentingan
organisasi tersebut.

Mulyadi (2013:445) menyatakan bahwa Penerimaan kas pada perusahaan berasal
dari dua sumber utama yaitu penerimaan kas dari penjualan tunai dan penerimaan kas
dari piutang. Sedangkan pengeluaran kas bagi instansi adalah kas yang digunakan
untuk membiayai kegiatan operasional instansi, seperti pembelian bahan baku produk,
pembelian aktiva tetap dan lain-lain. Setiap instansi tentunya memiliki sistem

pengendalian tersendiri dalam mengatur seluruh kegiatan yang dilakukan.



Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama kas yang didapat dari anggaran
pemerintahan provinsi akan diterima oleh bendahara yang selanjutnya digunakan
untuk penyusunan rencana kerja tahunan yang kemudian akan dibuat anggaran dan
dilakukan pengeluaran dana yang dibutuhkan oleh bendahara pengeluaran. Hal ini
dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan Instansi. Pencapaian tujuan
tersebut dilakukan melalui banyak hal, salah satu diantaranya adalah menetapkan
beberapa pengawasan atau pengendalian internal pada suatu Instansi.

Dengan adanya kegiatan Pengeluaran Kas ini maka instansi akan menyusun
sistem prosedur akuntansi yang merupakan suatu informasi mengenai transaksi
ekonomi dan keuangan untuk pengambilan keputusan-keputusan ekonomi agar dapat
mencapai hasil yang optimal. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan penulis tertarik
untuk melaksanakan penelitian dengan judul “SISTEM AKUNTANSI
PEMBAYARAN BELANJA OLEH BENDAHARA PENGELUARAN PADA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA SUMATERA BARAT”.

1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas maka dapat dirumuskan
beberapa rumusan masalah diantaranya adalah:
1. Bagaimana prosedur pembayaran belanja oleh bendahara Pengeluaran pada
Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Barat?
2. Bagaimana sistem pengendalian internal pada Kantor Wilayah Kementerian

Agama Sumatera Barat?



1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.3.1 Tujuan Penulisan Tugas Akhir
Kegiatan magang merupakan suatu bentuk praktek kerja yang bertujuan
untuk mendapatkan pengalaman di berbagai bidang pada suatu instansi melalui
proses pembelajaran langsung dalam rangka memantapkan keprofesian pada suatu
bidang ilmu tertentu. Adapun tujuan dilaksanakannya magang di Kantor Wilayah
Kementrian Agama Provinsi Sumatera Barat adalah:
“Untuk mengetahui prosedur pembayaran belanja oleh bendahara

pengeluaran pada Kantor Wilayah Kementerian Agama.”

1.3.2 Manfaat Penulisan Tugas Akhir

Adapun manfaat dari kegiatan magang ini sebagai berikut:

a. Bagi penulis, untuk menambah dan meningkatkan wawasan serta
pemahaman tentang sistem pengeluaran kas yang ada dalam perusahaan
serta mampu membandingkan antara teori dengan prosedur dan peraktek
pelaksanaan.

b. Bagi instansi Pemerintahan, dapat dijadikan pertimbangan sebagai
informasi dan sarana perbaikan yang diperlukan ke depannya sehubungan
dengan sistem akuntansi pengeluaran kas.

c. Bagi Peneliti selanjutnya, dapat menjadi referensi, dan pembelajaran
yang mungkin diperlukan untuk penelitian yang akan datang, terkhususnya
mengenai sistem akuntansi pengeluaran kas.

d. Bagi Universitas, Dapat membina serta menjaga hubungan kerjasama yang

baik diantara perguruan tinggi dengan dunia kerja.



1.4 Metodologi Penelitian

1.4.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif
yaitu dengan menganalisis data yang dikumpulkan melalui berbagai kondisi yang
berupa wawancara dan pengamatan di lapangan sehingga menghasilkan suatu
informasi (Sugiyono, 2008:14).

1.4.2 Metode Pengumpulan Data
Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari:

1. Data primer
Data yang diperoleh secara langsung dalam penelitian (Sugiyono,
2008:193), diantaranya wawancara yang dilakukan selama kegiatan
magang.

2. Data sekunder
Data ini diperoleh secara tidak langsung, seperti data yang didapat dari
Gambaran Umum Perusahaan, Struktur Organisasi, Buku-buku serta

Literatur yang mendukung data primer. (Sugiyono, 2008:193).

1.4.3 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Magang

Tempat dan waktu magang dilaksanakan pada Kantor Wilayah Kementerian
Agama Wilayah Sumatera Barat, yang beralamat di JI. Kuini No.79B, Ujung
Gurun, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Pelaksanaan kegiatan
magang ini dilakukan selama 42 (Empat puluh dua) hri kerja atau selama satu bulan
duabelas hari. Dimulai dari tanggal 04 Januari 2021 s/d 02 Maret 2021.Dalam

Kegiatan ini penulis ditempatkan di bagian Keuangan.



1.5 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan penelitian ini, yaitu:
Bab I: Pendahuluan
Dalam bab ini terdapat uraian penjelasan tentang latar belakang pemilihan
judul penulisan penelitian, rumusan masalah, tujuan, metodologi penelitian, lokasi
dan tempat magang.
Bab II: Landasan Teori
Pada bab ini terdapat penjelasan secara teori mengenai tinjauan pustaka
yang diuraikan secara detail mengenai pengertian akuntansi, kas, pengeluaran kas,
pengertian bendahara pengeluaran dan tugasnya dan sebagainya
Bab I1l: Gambaran Umum Perusahaan
Pada bab ini terdapat uraian tentang sejarah, visi misi, logo, struktur organisasi
dan hal-hal yang berkaitan dengan tempat magang penelitian yaitu Kantor Wilayah
Kementerian Agama Povinsi Sumatera Barat.
Bab IV: Pembahasan
Bab ini berisi penjelasan mengenai prosedur, hamabatan serta
pengendalian internal yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran pada Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat
Bab V: Penutup
Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran terhadap permasalahan
berdasarkan pengamatan penulis selama magang yang di harapkan dapat

bermanfaaat.



BAB |1
LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian berdasarkan Teori Akuntansi

2.1.1 Pengertian Sistem

Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu
untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, banyak
para ahli mengemukakan pendapat yang berbeda-beda mengenai definisi sistem.
Pengertian sistem menurut para ahli:

1. Mulyadi (2016:4)

Sistem adalah suatu bagan prosedur yang dibuat mengikuti struktur yang sudah
terpadu dan sesuai untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Prosedur adalah
urutan suatu kegiatan yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu
departemen atau lebih dibuat untuk menjamin penanganan transaksi penjualan yang
terjadi berulang
2. Romney dan Steinbart (2015:3)

Sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen berhubungan,
yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sebagian sistem terdiri dari subsistem
yang lebih kecil yang mendukung sistem yang lebih besar.

3. V.Wiratna Sujarweni (2019:1)
Sistem adalah kumpulan elemen yang berkaitan dan bekerja sama dalam

melakukan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan.



Berdasarkan dari beberapa pengertian para ahli disimpulkan bahwa sistem
merupakan satu kesatuan dari beberapa kelompok yang saling bekerja sama dalam

melaksanakan aktivitas pokok perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan.

2.1.2 Pengertian Akuntansi

Pengertian Akuntansi menurut Lubis (2017:1) merupakan seni pencatatan,
pengelompokkan atau pengikhtisaran, dan pelaporan yang disajikan dalam laporan
keuangan yang berisi sumber-sumber informasi ekonomi yang berguna untuk
pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Sedangkan menurut V. Wiratna Sujarweni (2019:3) Akuntansi adalah proses
dari transaksi yang dibuktikan dengan faktur, lalu dari transaksi dibuat jurnal, buku
besar, neraca lajur, kemudian akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan
keuangan yang digunakan pihak-pihak tertentu.

Akuntansi adalah suatu sistem yang mengelola input (masukan) yang menjadi
output (keluaran). Didalam proses akuntansi ada beberapa catatan yang di buat
diantaranya jurnal, buku besar, buku besar pembantu. Dalam ilmu akuntansi telah
berkembang bidang-bidang khusus yang mana perkembangannya. disebabkan oleh
meningkat nya jumlah dan ukuran perusahaaan serta peraturaan pemerintah. Adapun
bidang- bidang akuntansi yang telah mengalami perkembangan antara lain sebagai

berikut:



(3]

. Akuntansi keuangan (financial accounting).

Bidang akuntansi yang berhubungan dengan penyusunan laporan
keuangan berkala untuk suatu unit ekonomi secara keseluruhan kepada
pihak-pihak di luar perusahaan.

Akuntansi biaya (cost accounting).

Bidang akuntansi yang berhubungan dengan pengumpulan, analisis,
dan pengontrolan atas biaya.

Akuntansi perpajakan (tax accounting).

Bidang akuntansi yang berhubungan dengan penyusunan surat
pemberitahuan tahunan (SPT) dan segala sesuatu mengenai perpajakan.
Akuntansi anggaran (budgetary accounting)

Bidang akuntansi yang berhubungan dengan penyusunan rencana
keuangan mengenai kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di
masa dating serta analisis dan pengontrolannya.

Akuntansi pemerintahan (government accounting)
Bidang akuntansi yang berhubungan dengan pencatatan dan pelaporan

transaksi yang terjadi dalam bdan pemerintahan.

. Akuntansi pemeriksaan (auditing)

Bidang akuntansi yang berhubungan dengan pemeriksaan secara

bebas atas akuntansi keuangan.

. Akuntansi manajemen (management accounting)

Bidang akuntansi yang berhubungan dengan pemecahan masalah-

masalah khusus yang dihadapi oleh manajemen perusahaan.



8. Sistem informasi akuntansi (accounting system)
Bidang akuntansi yang berhubungan dengan perancangan dan
pelaksanaan prosedur pengumpulan dan pelaporan data keuangan maupun

non-keuangan.

2.1.3 Pengertian Sistem Akuntansi

Pengertian Sistem Akuntansi menurut pendapat beberapa ahli:

1. Baridwan (2008) menjelaskan “Sistem Akuntansi adalah sebuah formulir,
catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa sehingga dapat
digunakan untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh
manajemen.”

2. Menurut Mulyadi (2016:3): “Sistem Akuntansi adalah organisasi formulir,
catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan
informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan
pengelolaan perusahaan.”

3. Menurut V. Wiratna Sujarweni (2019:3): “Sistem Akuntansi merupakan
kumpulan elemen yaitu formulir, jurnal, buku besar, buku pembantu, dan
laporan keuangan yang akan digunakan oleh manajemne untuk mencapai
tujuan perusahaan.”

4. Menurut Winarno (2007:9): “Sistem akuntansi yaitu bidang ilmu akuntansi
yang memelajari perancangan dan pengevaluasian sistem informasi
akuntansi di dalam suatu perusahaan, dalam sistem akuntansi akan banyak

penyusunan berbagai prosedur akuntansi yang digunakan untuk menangani

10



suatu peristiwa (transaksi) mulai dari mencatat data, menggunakan
dokumen yang sesuai, hingga menyajikan laporan informasi yang baik.”
Berdasarkan pengertian di astas dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi
merupakan metode atau prosedur untuk mengumpulkan, mengikhtisiarkan, dan
melaporkan informasi kegiatan usaha dan keuangan sebuah perusahaan dengan

menggunakan formulir, catatan dari laporan yang telah dikoordinasikan.

2.1.4 Tujuan Sistem Akuntansi

Tujuan umum penyusunan sistem akuntansi menurut Mulyadi (2016:15):

1. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha dalam
perusahaan yang baru berjalan membutuhkan pengembangan sistem
akuntansi. Terutama dalam memperlancar jalannya kegiatan perusahaan
dibidang dagang, jasa, manufaktur perkembangan sistem akuntansi sangat
diperlukan.

2. Untuk memperbaiki hasil informasi pada sistem yang sudah ada, karena
terkadang sistem akuntansi yang berlaku tidak dapat memahami kebutuhan
manajemen, mutu, ketepatan penyajian, dan struktur informasi yang
terdapat dalam laporan. Perkembangan yang terjadi pada perusahaan
dengan sendirinya menuntut sistem akuntansi untuk bisa menghasilkan
laporan dengan mutu yang lebih baiksan tepat dalam penyajiannya, dengan
struktur yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

3. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan internal.

Dalam pengembangan sistem akuntansi digunakan untuk memperbaiki
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perlindungan kekayaan perusahaan, sehingga pertanggungjawaban
terhadap penggunaan kekayaan dapat dilaksanakan dengan baik.

4. Untuk melengkapi pembiayaan dalam penyelenggaraan catatan akuntansi.
Dalam hal ini informasi dijadikan sebagai barang ekonomi yang
bermanfaat, karena dalam memperolenh nya dibutuhkan pengorbanan
sumber ekonomi lainnya. Jika pengorbanan dalam memperoleh informasi
keuangan lebih tinggi nilainya dari manfaat, maka sistem yang ada perlu
di rancang kembali agar mengurangi pengorbanan sumber daya bagi
penyedia informasi.

Dengan adanya tujuan dari sistem akuntansi, diharapkan dapat mencapai

keberhasilan yang maksimal. Khususnya, dalam pengelolaan keuangan akuntansi

dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan yang lebih pesat.

2.1.5 Sistem Akuntansi Instansi

Zawitri, Kurniasih dan Kartikawati (2015) berpendapat bahwa sistem
Akuntansi Instansi merupakan prosedur siklus akuntansi yang dilaksanakan pada
lingkup kementerian/lembaga yang pelaksanaannya untuk memproses transaksi
keuangan maupun transaksi lain dalam menghasilkan laporan keuangan yang
bermanfaat bagi pengguna laporan.

Sistem akuntansi instansi terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK),
Sistem Informasi Manajeman dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).
Defenisi kualitas Sistem akuntansi instansi mengacu pada tingkat di mana seseorang
pemakai sistem akuntansi merasa terpuaskan oleh output (informasi) yang dihasilkan

oleh suatu sistem informasi formal. Untuk dapat menguasai pengoperasionalan
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kinerja pekerjaan pengguna SAI yang dilakukan oleh satuan kerja mempengaruhi
keberhasilan seseorang pemakai sistem akuntansi dalam pelaksanaan kerja yang
melibatkan penggunaan SAIl. Hal ini disebabkan karena setiap instansi
menggunakan SAI untuk saran/sistem dalam menghasilkan laporan keuangan yang
berkualitas. Sistem akuntansi instansi sudah terkomputerisasi, sehingga tinggal
pemahaman. Sistem akuntansi yang memiliki kualitas yang baik diharapkan dapat
meningkatkan pertanggungjawaban laporan keuangan. Salah satu cara untuk
menentukan kualitas SAIl adalah dengan mengukur kualitas informasi yang

dihasilkan oleh suatu sistem akuntansi formal.

2.2 KAS

2.2.1 Pengertian Kas

Kas merupakan aset keuangan yang berguna untuk kegiatan operasioanal
perusahaan. Kas bersifat likuid yang mudah diselewengkan. Selain itu banyak
transaksi yang menyangkut pengeluaran kas terjadi baik secara langsung maupun
tidak langsung mempengaruhi posisi kas. Karena itu, untuk memperkecil dan
mengurangi adanya kecurangan atau penyelewengan perlu adanya pengendalin
internal.

Menurut Soemarsono (2004) “kas adalah segala sesuatu (baik berbentuk uang
atau bukan uang) yang dapat tersedia dengan segera dan diterima sebagai alat
pelunas kewajiban pada nilai nominalnya.”

Menurut Martani (2012) “kas merupakan aset keuangan suatu perusahaan yang
berguna untuk melaksanakan suatu kegiatan operasional suatu perusahaan. Kas juga

merupakan harta yang paling lancar karena juga berfungsi untuk membayar
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kewajiban atau utang pada suatu perusahaan. Karena setiap yang terjadi baik secara
langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi posisi kas suatu perusahaan.”
sedangkan menurut Standar Akuntansi Keuangan (2002) merumuskan “kas adalah
alat pembayaran yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum
perusahaan.”

Dari beberapa definisi diatas penulis dapat mengikhtisiarkan kas sebagai harta
yang paling lancar yang meliputi uang logam, uang kertas, dan pos-pos lainnnya

yang digunakan sebagai media tukar dan memiliki pengukuran akuntansi.

2.2.2 Macam-Macam Kas

Adapun macam-macam kas yang ada diantaranya:

a. Kas kecil (petty cash) yaitu uang tunai yang disediakan perusahaan yang
berguna untuk membayar pengeluaran suatu perusahaan yang jumlah nya
relatif kecil dan tidak dibayar dengan cek atau giro.

b. Kas di bank adalah jumlah uang yang disimpan didalam bank oleh suatu
perusahaan yang dapat ditarik setiap saat untuk melakukan pembayaran

simpanan yang berupa gito atau bilyet.

2.2.3 Unsur-Unsur Kas

Unsur-unsur yang ada pada kas diantaranya :

a. Uang tunai, baik berupa mata uang dalam negeri ataupun mata uang
asing.

b. Demond deposit merupakan simpanan berupa uang yang dapat diambil

atau ditarik dalam waktu tertentu.
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Certified Check merupakan cek yang diterima oleh pihak lain sebagai
bukti bahwa cek tersebut tidak merupakan cek kosong dan telah
mendapatkan tanda tertentu dari bank.

Cek tunai merupakan cek yang dibuat sebagai printah kepada kasir bank
untuk melakukan pembayaran oleh suatu pihak yang mempunyai
rekening koran bank.

Pastal Money Order merupakan pos wesel yang sewaktu-waktu dapat
dikeluarkan dengan menggunakan unag tunai pada kantor pos.

Traveler Check merupakan cek yang dikeluarkan dan berguna untuk
kepentingan orang-orang yang ingin berpergian yang mana hanya dapat
dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dalam suatu bank.

Cashier Check merupakan cek yang digunakan untuk melakukan
pembayaran oleh kasir dibank yang dibuatkan oleh pihak yang

berwenang.

2.3 Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas

2.3.1 Definisi Prosedur

Prosedur merupakan suatu urutan kegiatan pekerjaan yang biasanya

melibatkan beberapa orang atau badan dalam sutu bagian yang disusun untuk

menjamin adanya pembukuanyang beragam terhadap transaksi organisasi yang

sering terjadi. Masing-masing prosedur biasanya memiliki hubungan erat dan salin

mempengaruhi sehingga terkadang sulit untuk dipisahkan antara yang satu dengan
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Menurut Mulyadi (2005) Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikel yang
melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, dibuat untuk
menjamin penanganan transaksi yang terjadi secara langsung.

Sedangkan menurut Rudi M Tambunan (2013) mendefinisikan prosedur
sebagai pedoman yang berisi prosedur operasional yang ada di dalam suatu
organisasi yang di gunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan
tindakan, serta penggunaan fasilitas — fasilitas proses yang dilakukan orangorang di
dalam organisasi yang merupakan anggota organisasi berjalan efektif dan efesien,

konsisten, standar dan sistematis

2.3.2 Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas

Pengeluaran kas adalah suatu catatan yang dibuat untuk melakukan kegiatan
pengeluaran secara tunai untuk kegiatan umum lembaga.

Sistem akuntansi pengeluaran kas pada perusahaan dilakukan dengan
menggunakan cek kecuali dalam pembayaran jumlah kecil, biasanya dilaksanakan
dengan dana kas kecil. Dana kas kecil yang diserahkan kepada kasir kas kecil yang
bertanggung jawab untuk membayar biaya yang relative kecil dan meminta
pengisian kembali dari kas besar.

Dokumen-dokuman yang digunakan dalam prosedur pengeluaran kas terdiri dari :
1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) merupakan dokumen yang
dibuat/diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PA/KPA atau pejabat
lain yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada

PP-SPM.

16



. Surat Perintah Membayar (SPM) merupakan dokumen yang dibuat oleh
pengguna anggaran untuk mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) yang diterbitkan oleh Bendahara Pengeluaran.

Kuitansi pembayaran sebagai tanda bukti pembayaran.

. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dokumen yang diterbitkan oleh
Bendahara Umum yang digunakan untuk mencairkan uang pada bank yang
telah ditetapkan.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) merupakan dokumen yang
memuat jumlah anggaran yang dialokasikan untuk suatu Satker dan
merupakan dasar penggunaan APBN pada tingkat Satker. DIPA terdiri atas
beberapa bagian yang memuat informasi-informasi yang dibutuhkan sebagai
dasar pencairan dana. Dasar hukum pengesahan DIPA setiap tahun dapat
mengalami perubahan, antara lain perubahan format, nomenklatur, maupun
pejabat yang berwenang mengesahkan. Peraturan terbaru terkait pengesahan
DIPA yang berlaku adalah PMK Nomor 163/PMK.02/2016 tentang Petunjuk
Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang

mulai berlaku per 31 Oktober 2016.
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DIPA disusun berdasarkan anggaran berbasis kinerja, dan dirinci
menurut Klasifikasi fungsi, organisasi, dan jenis belanja. Klasifikasi anggaran
yang digunakan dalam pengangaran ada 3 yaitu:

. Klasifikasi menurut organisasi Klasifikasi mengelompokkan alokasi
anggaran belanja sesuai dengan struktur organisasi K / L. Organisasi
diartikan sebagai K/ L yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Suatu K/ L dapat terdiri
atas unit-unit organisasi (unit Eselon 1) yang merupakan bagian dari suatu K/
L. Suatu unit organisasi dapat didukung oleh satker yang bertanggungjawab
melaksanakan kegiatan dari program unit eselon | atau kebijakan pemerintah
dan berfungsi sebagai Kuasa Pengguna anggaran (KPA) dalam rangka
pengelolaan anggaran.

. Klasifikasi menurut fungsi merupakan perwujudan tugas kepemerintahan di
bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan
pembangunan nasional, sedangkan subfungsi merupakan penjabaran lebih
lanjut lebih detail dari deskripsi fungsi. Subfungsi terdiri atas kumpulan
program dan program terdiri atas kumpulan kegiatan. Yang dimaksud
program adalah penjabaran kebijakan K/ L di bidang tertentu yang
dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan
dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil
yang terukur sesuai dengan misi yang dilaksanakan instansi atau masyarakat

dalam koordinasi K/ L yang bersangkutan.
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c. Klasifikasi menurut jenis belanja (ekonomi) Berkenaan dengan proses
penyusunan anggaran dalam dokumen RKA-K/L, tujuan penggunaan jenis
belanja dimaksudkan untuk mengetahui pendistribusian alokasi anggaran

kedalam jenis-jenis belanja.

Klasifikasi belanja K/ L menurut jenis belanja (ekonomi) adalah sebagai berikut:
1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk
uang maupun dalam bentuk barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai
pemerintah dalam dan luar negeri, baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri
Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus
PNS dan atau non-PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan
dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi pemerintah, kecuali pekerjaan
yang berkaitan dengan pembentukan modal dan/atau kegiatan yang mempunyai
keluaran (output) dalam kategori belanja barang.

Belanja Pegawai terdiri atas belanja gaji dan tunjangan, belanja honorarium
dalam rangka pembayaran honor tetap, belanja lembur, pembayaran kompensasi
kepada Pegawai Negeri, belanja pegawai transito , belanja pension dan uang tunggu
PNS / Pejabat Negara/ TNI/ Polri dan pembayaran program jaminan sosial pegawai.
Dalam Belanja Pegawai termasuk juga bantuan pemerintah berupa tunjangan profesi
guru dan tunjangan lainnya yang diberikan kepada guru atau penerima tunjangan

lainnya yang bukan PNS.
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1) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa merupakan pengeluaran untuk pembelian barang
dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang
dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang
dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat pemerintah daerah
(pemda) dan belanja perjalanan.

Dalam pengertian belanja tersebut termasuk honorarium dan vakasi yang
diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk menghasilkan barang dan/atau
jasa. Belanja Barang terdiri atas belanja barang (operasional dan nonperasional),
belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan, belanja Badan Layanan
Umum (BLU).

Dalam Belanja Barang dan Jasa juga termasuk bantuan pemerintah. Bantuan
pemerintah yang dialokasikan pada jenis belanja barang tersebut meliputi pemberian
penghargaan, beasiswa, bantuan operasional yang dialokasikan pada kelompok
akun belanja barang non-operasional, bantuan sarana prasarana dan bantuan
rehabilitasi pembangunan gedung bangunan yang dialokasikan pada kelompok akun
belanja/barang untuk diserahkan kepada masyarakat pemda, serta bantuan lainnya
yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA yang
dialokasikan pada kelompok akun belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada
masyarakat pemda.

2) Belanja Modal
Belanja Modal merupakan pengeluaran untuk pembayaranperolehan aset tetap

dan/atau aset lainnya atau menambah nilai aset tetap dan atau aset lainnya yang
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memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal
kapitalisasi aset tetap/asset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Dalam pembukuan
nilai perolehan aset dihitung semua pendanaan yang dibutuhkan hingga aset tersebut
tersedia dan siap digunakan. Aset tetap lainnya tersebut dipergunakan untuk
operasional kegiatan sehari-hari suatu satker atau dipergunakan oleh masyarakat
publik, tercatat sebagai aset K/L terkait dan bukan dimaksudkan untuk dijual/
diserahkan kepada masyarakat pemda. Belanja Modal terdiri atas belanja modal
tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan,
belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal lainnya, belanja
penambahan nilai asset tetap /asset lainnya, serta belanja modal BLU.
3) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran berupa transfer uang, barang atau
jasa yang diberikan oleh Pemerintahan Pusat/Daerah kepada masyarakat guna
melindungi dari kemungkinan terjadi resiko sosial. Bantuan sosia dapat langsung
diberikan kepada masyarakat atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya
bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang
lain yang berperan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

4) Belanja Hibah

Belanja hibah merupakan belanja pemerintahan pusat dalam bentuk transfer
uang/barang kepada pemerintahan negara lain, organisasi internasional, BUMN/D,
dan pemerintah daerah yang bersifat sukarela, tidak wayjib, tidak mengikat, dan tidak
perlu dibayar kembali serta tidak terus menerus dan dilakukan dengan naskah

perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah dengan pengalihan hak dalam
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bentuk uang, barang, ataupun jasa. Dalam hal ini termasuk di dalamnya pinjaman

dan/atau hibah luar negeri yang diterus hibahkan ke daerah.

5) Belanja Lain-lain

Belanja lain lain merupakan pengeluaran negara untuk pembayaran atas kewajiban
pemerintah yang tidak masuk dalam kategori belanja pegawai, belanja barang,
belanja modal, belanja bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja
bantuan sosial serta bersifat mendesak dan tidak dapat di prediksi sebelumnya.

Belanja lain-lain dipergunakan untuk :

a. Belanja Lain-Lain Dana Cadangan Dan Resiko; adalah pengeluaran
anggaran yang digunakan untuk pembayaran kewajiban pemerintah yang
bersifat prioritas.

b. Belanja Lain-Lain Lembaga Non Kementerian; adalah pengeluaran
anggaran yang digunakan untuk pembayaran kewajiban pemerintah yang
terkait dengan pendanaan kelembagaan non kementerian.

c. Belanja Lain-Lain Bendahara Umum Negara; adalah pengeluaran anggaran
yang digunakan untuk pembayaran kewajiban pemerintah yang terkait
dengan tugas Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum

d. Belanja Lain-Lain Tanggap Darurat; adalah pengeluaran anggaran yang
digunakan untuk pembayaran kewajiban pemerintah yang terkait dengan
peristiwa/kondisi negara yang bersifat darurat dan perlu penanganan segera

e. Belanja Lainnya adalah pengeluaran anggaran yang tidak termasuk dalam

kriteria di atas.
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2.4 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

2.4.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Berdasasrkan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 pasal 1 ayat 2 yang
menjelaskan tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah
sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di

lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sedangkan menurut Mahmudi (2011:251) Sistem Pengendalian Internal
merupakan proses terhadap suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemimpinan dan
seluruh pegawai melalui kegiatan yang efektif dan efisien seperti keandalan
pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan untuk memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan

suatu organisasi.

2.4.2 Elemen Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan No0.60 tahun 2008 tentang Sistem
pengendalian Internal pemerintah terdiri atas 5 unsur:
a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan bagian penting yang berkaitan dengan
orang, moral, integritas, dan kejujuran. Pimpinan Instansai Pemerintah wajib
menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan
prilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam
lingkungan kerjanya. Dengan cara:

1) Penegakan integritas dan nilai etika

2) Komitmen terhadap kompetensi
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3) Kepemimpinan yang kondusif
4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
terhadap para pegawai karena sistem pengendalian internal yang baik harus
memiliki prosedur dan tujuan yang jelas.
b. Penilaian Resiko
Penilaian resiko adalah identifikasi terhadap risiko yang mungkin terjadi
dengan menganalisis resiko yang relevan agar pencapaian terhadap tujuan yang
entitas dan untuk menentukan bagaimana resiko tersebut harus diperbaiki.
Identifikasi resiko dilaksanakan dengan:
1) Menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan instansi Pemerintah
dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif.
2) Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari
faktor eksternal dan faktor internal
3) Menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.
c. Kegiatan Pengendalian
Kegiatan pengendalian adalah prosedur yang diterapkan oleh suatu
perusahaan untuk memastikan bahwa manajemen yang diarahkan oleh
pimpinan suatu Instansi Pemerintah telah dilaksanakan dengan pengendalian
yang memadai dan terhadap adanya resiko telah dilakukan secara efektif.
Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sebagai berikut:
1) Tinjauan atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

2) Pembinaan sumber daya manusia.
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3)
4)
5)
6)
7)
8)

)

Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi.

Pengendalian fisik atas aset.

Penetapan dan tinjauan atas indikator dan ukuran kinerja.
Pemisahan fungsi.

Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting.

Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian.

Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya.

10) Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan Komunikasi dilaksanakan Pimpinan Instansi Pemerintah untuk

mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk

dan waktu yang tepat serta digunakan untuk para pegawai dalam melaksanakan

tanggungjawab terhadap masing-masing tugasnya.

e. Pemantauan

Pemantauan merupakan proses untuk menilai kinerja internal pada suatu

organisasi. Pemantauan Sistem Pelaksanaan Intern dilaksanakan melalui

pemantauan berkelanjut, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil

audit dan tinjauan lainnya. Pemantauan berkelanjut tersebut diselenggarakan

melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan

tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.
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2.5 Bendahara Pengeluaran

2.5.1 Defenisi Bendahara Pengeluaran

Menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 73/PMK.05/2008 pasal 1

Bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima,

menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan

uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan

kerja Kementerian Negara/lembaga.

2.5.2 Tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran

1.

2.

Menerima dan menyimpan uang persediaan.

Melakukan Pengujian tagihan yang akan dibayarkan melalui uang
persediaan.

Melakukan pemabayaran yang dana nya berasal dari uang persediaan
berdasarkan perintah KPA.

Menolak perintah pembayaran apabila tagihan tidak memenuhi
persyaratan untuk dibayarkan.

Melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang
dilakukannya atas kewajiban kepada negara.

Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke
Rekening Kas Umum Negara.

Menatausahakan transaksi uang persediaan

Menyelenggarakan pembukuan transaksi uang persediaan.

Mengelola rekening tempat penyimpanan uang persediaan.
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BAB 111
GAMBARAN UMUM KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

SUMATERA BARAT

3.1 Sejarah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat
Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius. Hal ini terlihat dalam

kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan bernegara. Pada saat ini

masyarakat terlihat terus meningkatkan kegiatan keagamaan baik dalam bentuk

ritual, maupun dalam bentuk sosial keagamaan.

Secara historis benang merah nafas keagamaan tersebut dapat ditelusuri sejak
abad V Masehi, dengan berdirinya kerajaan Kutai yang bercorak Hindu. Pada abad
VIII corak agama Budha menjadi salah satu ciri kerajaan Sriwijaya. Pada masa
Kerajaan Sriwijaya, candi Borobudur dibangun sebagai lambang kejayaan agama
Budha. Menurut salah satu sumber Islam mulai memasuki Indonesia sejak abad VII
melalui para pedagang Arab yang telah lama berhubungan dagang dengan
kepulauan Indonesia tidak lama setelah Islam berkembang di jazirah Arab. Agama

Islam tersiar secara hampir merata di seluruh kepulauan nusantara.

Secara filosofis, sosio politis dan historis agama bagi bangsa Indonesia sudah
berurat dan berakar dalam kehidupan bangsa. Itulah sebabnya para tokoh dan
pemuka agama selalu tampil sebagai pelopor pergerakan dan perjuangan

kemerdekaan baik melalui partai politik maupun sarana lainnya.

Dr.C.Snuck Hurgronye, seorang penasehat pemerintah Hindia Belanda dalam

bukunya Nederland en de Islam (Brill, Leiden 1911) menyarankan sebagai berikut:
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“Sesungguhnya menurut prinsip yang tepat, campur tangan pemerintah dalam
bidang agama adalah salah, namun jangan dilupakan bahwa dalam sistem (tata
negara) Islam terdapat sejumlah permasalahan yang tidak dapat dipisahkan
hubungannya dengan agama yang bagi suatu pemerintahan yang baik, sama sekali
tidak boleh lalai untuk mengaturnya.” Perjuangan gerakan kemerdekaan tersebut
melalui jalan yang panjang sejak jaman kolonial Belanda sampai kalahnya Jepang
pada Perang Dunia ke-I1. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17

Agustus 1945.

Pada masa kemerdekaan kedudukan agama menjadi lebih kokoh dengan
ditetapkannya Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara dan UUD 1945. Pada
pelaksanaan pembangunan nasional semangat keagamaan menjadi lebih kuat
dengan adanya asas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
sebagai salah satu dasar negara Indonesia. Ini berarti bahwa segala usaha dan
kegiatan dijiwai, digerakkan dan dikendalikan oleh keimanan dan ketaqwaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual,
moral dan etika pembangunan. Berdirinya Departemen Agama pada 3 Januari 1946,
sekitar lima bulan setelah proklamasi kemerdekaan kecuali berakar dari sifat dasar
dan karakteristik bangsa Indonesia tersebut di atas juga sekaligus sebagai realisasi

dan penjabaran ideologi Pancasila dan UUD 1945.
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Ketentuan juridis tentang agama tertuang dalam UUD 1945 BAB E pasal 29

tentang Agama ayat 1, dan 2:

1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esg;

2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya
masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan
demikian agama telah menjadi bagian dari sistem kenegaraan sebagai hasil
konsensus nasional dan konvensi dalam praktek kenegaraan Republik Indonesia
yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kakanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat dari Masa ke Masa.:

1. H.Hasna Wi Karim (1975-1987)

2. Drs. H. Bachtiar llyas (1987-1992)

3. Drs. H. Fauzan Misra EI Muhammady (1992-1996)
4. Prof. Dr. H. Salman Harun (1996-1997)

5. Drs. H. Firdaus Naly (1997- 2000)

6. Drs. H. Dalimi Abdullah, SH (2000-2005)

7. Drs. H. Darwas (2005-2011)

8. Drs. H. Ismail Usman (2011-2013)

9. Drs. H. Syahrul Wirda, MM (2013- 2015)

10. DRS. H. Salman, MM (2015-2017)

11. H.Hendri, S.Ag,M.Pd (2017-Sekarang)
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3.2 Visi dan Misi pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

3.2.1 Visi

Visi adalah suatu cara pandangan atau wawasan kedepan, dimana arah
instansi pemerintahan harus tetap eksis. Adapun visi dari Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat yaitu “Terwujudnya Masyarakat
Sumatera Barat Yang Taat Bergama, Rukun, Cerdas, Sejahtera Lahir Batin,
Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Berdasarkan PMA

39/2015

3.2.2 Misi

Misi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah
/organisasi untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan sehingga tujuan
organisasi dapat dicapai dengan baik. Adapun misi dari Kantor Wilayah
kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat yaitu:

1. Meningkatkan pemahaman dan pegalaman ajaran agama.

2. Meningkatkan kerukunan intra dan antar umat beragama.

3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas.

4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi
keagamaan.

5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang berkualitas dan
akuntabel.

6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama,
pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan

keagamaan.
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7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan

terpercaya.

3.3 Nilai Budaya Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Sumatera Barat

Gambar 3.1 Lima Nilai Budaya Kementerian Agama Republik indonesia
(sumber: sumbar.kemenag.go.id)

Lima Nilai Budaya Kerja.:
1. Integritas
Suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-
nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspetasi-ekspetasi dan
berbagai hal yang dihasilkan. Orang uang berintegritas berarti memiliki pribadi yang
jujurdan memiliki karakter yang kuat.
2. Profesionalitas
Orang yang memilki profesiatau pekerjaan yang dilakukan dengan memiliki
kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh kepada nilai moral yang mengarahkan

serta mendasari perbuatan.
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3. Inovasi
Sebuah proses pembaruan dalam unsur kebudayaan masyarakat, yakni
tekhnologi. Dan inovasi merupakan penemuan baru dalam tekhnologi manusia.
4. Tanggung Jawab
Kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja
maupun yang tidak disengaja.Tanggung jawab juga merupakan berbuat sebagai
perwujudan kesadaran akan kewajiban.
5. Keteladanan
Prilaku seseorang yang dijadikan sebagai contoh bagi orang yang

mengetahui atau melihatnya.

3.4 Deskripsi Geografis Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat
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Gambar 3.2 Deskripsi Geografis Kanwil Kemenag Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat
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Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat berlokasi di JI.
Kuini No. 79 B Padang Barat, Ujung Gurun. Padang, Sumatera Barat. Kode Pos

25114, Telepon: (0751)21686 Fax: (0751)22583.

Ditinjau dari letak geografisnya Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Sumatera

Barat terletak pada:

1. Sebalah utara : perumahan perumahan penduduk penduduk

2. Sebelah selatan : kantor Koran Harian Umum

3. Sebelah barat : Jalan Raya dan kantor Dinas Peternakan Peternakan
4. Sebelah timur : perumahan penduduk

Bangunan atau gedung Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Sumatera

Barat memiliki beberapa ruangan, dimana diantara ruangan tersebut terdiri atas:

1. Ruangan KA Kanwil Kemenag Sumbar

2. Ruangan Kabag Tata Usaha

3. Ruangan Subbagian Kepegawaian dan Hukum

4. Ruangan Subbagian Perencanaan Data dan Informasi

5.  Ruangan Keuangan

6. Ruangan Subbagian Umum

7. Ruangan Subbagian Humas

8. Ruangan Subbagian Hukum dan Kerukunan Umat Beragama

9. Ruangan Bidang Pendidikan Madrasah
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Ruangan Bidang Pendidikan Keagamaan dan Agama Ruangan Bidang
Pendidikan Keagamaan dan Agama Islam

Ruangan Bidang Penyelengg Ruangan Bidang Penyelenggaraan Haji
araan Haji dan Umroh dan Umroh

Ruanga Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat, dan Wakaf

Ruangan Pembimbing Masyarakat Kristen

Ruangan Pembimbing Masyarakat Ruangan Pembimbing Masyarakat
Katolik Katolik

Ruangan Pembimbing Masyarakat Hindu

Ruangan Pembimbing Masyarakat Budha

Ruangan Musholla

Ruangan Kantin

3.5 Struktur Organisasi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

Struktur dalam suatu organisasi dibuat untuk mengendalikan perusahaan

sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing jabatan. Struktur organisasi

menggambarkan secara jelas pemisahan tanggungjawab dan wewenang anggotanya.

Berdasarkan PMA Nomor 13 Tahun 2012 Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Sumatera Barat memiliki struktur organisasi sebagai berikut :
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Gambar 3.3 Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

3.6 Tugas Pokok dan Fungsi lembaga
Susunan organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera
Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Banten, Daerah Istimewa

Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Bengkulu, dan Sulawesi Tenggara terdiri atas:

a. Bagian Tata Usaha;

b. Bidang Pendidikan Madrasah;

c. Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam;

d. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah;

e. Bidang Urusan Agama Islam;

f. Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf;
g. Pembimbing Masyarakat Kristen;

h. Pembimbing Masyarakat Katolik;
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I. Pembimbing Masyarakat Hindu;

J. Pembimbing Masyarakat Buddha; dan

k. Kelompok Jabatan Fungsional.

3.6.1 Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perumusan
kebijakan teknis dan pelayanan administrasi keuangan dan barang milik negara di
lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama berdasarkan kebijakan teknis yang

ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Dalam menjalankan tugasnya tersebut Bagian Tata Usaha memiliki fungsi

antara lain:

a. Koordinasi penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta
laporan

b. Pelaksanaan urusan keuangan

c. Penyusunan organisasi dan tata laksana

d. Pengelolaan urusan kepegawaian

e. Penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum

f. Pelaksanaan bimbingan kerukunan umat beragama

g. Pelayanan informasi dan hubungan masyarakat

h. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, dan
pengelolaan barang milik/kekayaan negara pada Kantor Wilayah

Kementerian Agama.

36



Di bagian Tata Usaha ada pembagian berupa subbagian untuk membantu

pimpinan dalam menjalankan tugasnya. Berikut subbagian - subbagian tata usaha

dan fungsinya:

a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan
anggaran, evaluasi dan laporan, serta pelaksanaan urusan keuangan.

. Subbagian Organisasi, Tata Laksana, dan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penyusunan organisasi dan tata laksana serta pengelolaan
urusan kepegawaian.

. Subbagian Hukum dan Kerukunan Umat Beragama mempunyai tugas
melakukan melakukan penyiapan penyiapan bahan penyusunan penyusunan
peraturan peraturan perundang- perundangundangan, bantuan hukum, dan
pelaksanaan urusan kerukunan umat beragama serta pelayanan masyarakat
Khonghucu.

. Subbagian Informasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan informasi dan
hubungan masyarakat.

. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan,
rumah tangga, perlengkapan, dan pemeliharan serta pengelolaan barang

milik/kekayaan negara.

3.6.2 Bidang Pendidikan Madrasah

Bidang Pendidikan Madrasah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan,

bimbingan, dan pembinaan pengelolaan sistem informasi di bidang pendidikan
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madrasah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor
Wilayah Kementerian Agama. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pendidikan

Madrasah Menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan dibidang
pendidikan madrasah

b. Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang kurikulum dan
evaluasi, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana,
pengembangan potensi siswa, kerja sama, dan pengelolaan sistem informasi
pendidikan madrasah

c. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan madrasah.

Di bidang Pendidikan Madrasah ada pembagian berupa seksi-seksi untuk
membantu pimpinan dalam menjalankan tugasnya. Berikut seksi-seksi pendidikan

madrasah dan fungsinya:

a. Seksi Kurikulum dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang
kurikulum dan evaluasi pada RA, MI, MTs, MA, dan MAK.

b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pelaksanaan, pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan
di bidang pendidik dan tenaga kependidik pada RA, MI, MTs, MA, dan

MAK.
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c. Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang sarana
danprasarana pada RA, MI, MTs, MA, dan MAK.

d. Seksi Kesiswaan dmempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang
pengembangan potensi siswa pada RA, Ml, MTs, MA, dan MAK.

e. Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan
pembinaan di bidang pengembangan kelembagaan, kerja sama, serta

pengelolaan sistem informasi pendidikan RA, MI, MTs, MA, dan MAK.

3.6.3 Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam

Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam mempunyai tugas
melaksanakan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan, serta pengelolaan sistem
informasi dibidang pendidikan agama dan keagamaan dan keagamaan Islam
berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah

Kementerian Agama.

Dalam melaksanakan tugas Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam

menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang
pendidikan agama dan keagamaan Islam
b. Pelaksanaan, pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan

agama Islam pada pendidikan anak usia dini taman kanak - kanak,

39



pendidikan dasar, pendidikan menengah, menengah, pendidikan diniyah,
pendidikan al-Quran, dan pondok pesantren, serta pengelolaan sistem
informasi pendidikan agama dan keagamaan Islam

c. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan agama dan

keagamaan.

Di bidang Pendidikan Agama dan Keagaan Islam ada pembagian berupa
seksi-seksi untuk membantu pimpinan dalam menjalankan tugasnya. Berikut seksi-

seksi pendidikan agama dan keagamaan islam beserta fungsinya:

a. Seksi Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan,
bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pendidikan agama Islam pada
pendidikan anak usia dini dan dasar.

b. Seksi Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Menengah mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan
teknis, pembinaan di bidang pendidikan agama pendidikan agama Islam pada
pendidikan menengah.

c. Seksi Pendidikan Diniyah dan Al-Quran mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan
di bidang pendidikan diniyah takmiliyah, diniyah formal, dan kesetaraan
serta pendidikan al-Quran.

d. Seksi Pondok Pesantren mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang

pendidikan pondok pesantren.

40



e. Seksi Sistem Informasi Pendidikan Agama dan Keagamaan mempunyai
tugas
melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbinganteknis, dan
pembinaan di bidang pengelolaan sistem informasi pendidikan agama dan

keagamaan Islam.

3.6.4 Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah mempunyai tugas melaksanakan
pelayanan, bimbingan, dan pembinaan, serta pengelolaan sistem informasi di bidang
penyelenggaraan haji dan umrah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh
kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Kepala Kantor Wilayah

Kementerian Agama.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah

menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang
penyelenggaraan haji dan umrah.

b. Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendaftaran,
dokumen, akomodasi, transportasi, perlengkapan haji, pengelolaan keuangan
haji, pembinaan jemaah haji dan umrah, serta pengelolaan sistem informasi
haji.

c. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah.
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Di bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah ada pembagian berupa seksi-seksi
untuk membantu pimpinan dalam menjalankan tugasnya. Berikut seksi-seksi

Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan fungsinya:

a. Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji mempunyai tugas melakukan
penyiapan
bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang
pendaftaran dan dokumen haji.

b. Seksi Pembinaan Haji dan Umrah mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang
pembinaan haji dan umrah.

c. Seksi Akomodasi, Transportasi, dan Perlengkapan Haji mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan
pembinaan di bidang akomodasi, transportasi, dan perlengkapan haji.

d. Seksi Pengelolaan Keuangan Haji mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang
pengelolaan keuangan haji.

e. Seksi Sistem Informasi Haji mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang

pengelolaan sistem informasi haji dan umrah.

3.6.5 Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah

Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah mempunyai tugas
melaksanakan melaksanakan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang

urusan agama Islam dan pembinaan syariah serta pengelolaan sistem informasi

42



urusan agama Islam dan pembinaan syariah berdasarkan kebijakan teknis yang

ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan

Syariah menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang urusan
agama Islam dan pembinaan slam dan pembinaan syariah

b. Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang kepenghuluan,
pemberdayaan kantor urusan agama dan keluarga sakinah, pemberdayaan,
masjid, produk halal, pembinaan pembinaan syariah, serta pengelolaan
sistem informasi urusan agama Islam dan pembinaan syariah

c. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang urusan agama Islam dan

pembinaan syariah.

Di bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah ada
pembagian berupa seksi-seksi untuk membantu pimpinan dalam menjalankan
tugasnya. Berikut seksi-seksi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah beserta

fungsinya:

a. Seksi Kepenghuluan amempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang
kepenghuluan.

b. Seksi Pemberdayaan Kantor Urusan Agama mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan

dibidang pemberdayaan kantor urusan agama.

43



C.

d.

e.

a.

Seksi Kemasjidan cmempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang
kemasjidan.

Seksi Produk Halal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang produk
halal.

Seksi Pembinaan Syariah dan Sistem Informasi Urusan Agama Islam
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan,
bimbingan teknis, dan pembinaan, serta pengelolaan sistem informasi di
bidang

urusan agama Islam dan pembinaan syariah.

3.6.6 Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat, dan Wakaf

Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat, dan Wakaf mempunyai tugas

melaksanakan pelayanan, dan bimbingan, dan pembinaan di bidang penerangan
agama Islam, pemberdayaan zakat dan wakaf serta pengelolaan sistem informasi
penerangan agama Islam, zakat, dan wakaf berdasarkan kebijakan teknis yang

ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat, dan

Wakaf menyelenggarakan fungsi:

Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang

penerangan agama Islam, zakat, dan wakaf.
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b. Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang penerangan
dan penyuluhan agama Islam, kemitraan umat dan publikasi dakwah, hari
besar Islam, seni budaya Islam, musabagah Islam, al-Quran dan al-Hadits,
zakat, dan wakaf, serta pengelolaan sistem informasi penerangan agama
Islam zakat dan wakaf.

c. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penerangan agama Islam, zakat,

dan wakaf.

Di bidang Penerangan Agama Islam, Zakat, dan Wakaf ada pembagian berupa
seksi-seksi untuk membantu pimpinan dalam menjalankan tugasnya. Berikut seksi-

seksi Penerangan Agama Islam, Zakat, dan Wakaf dan fungsinya:

a. Seksi Penerangan dan Penyuluhan Agama Islam mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan
pembinaan di bidang penerangan dan penyuluhan agama Islam.

b. Seksi Kemitraan Umat, Publikasi Dakwah dan Hari Besar Agama Islam
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan,
bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang kemitraan umat Islam, publikasi
dakwah dan hari besar Islam.

c. Seksi Pengembangan Seni Budaya Islam, Musabagah Al-Quran dan Al-
Hadits mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan
pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pengembangan seni

budaya Islam,musabagoh al- Quran dan al-Hadits.
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d. Seksi Pemberdayaan Zakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang
pemberdayaan zakat.

e. Seksi Pemberdayaan Wakaf mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang
pemberdayaan wakaf serta pengelolaan sistem informasi penerangan agama

Islam, zakat, dan wakaf.

3.6.7 Pembimbing Masyarakat Kristen

Pembimbing Masyarakat Kristen mempunyai tugas melaksanakan pelayanan,
bimbingan, pembinaan dan pengelolaan sistem informasi di bidang bimbingan
masyarakat Kristen berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala

Kantor Wilayah Kementerian Agama.

3.6.8 Pembimbing Masyarakat Katolik

Pembimbing Masyarakat Katolik mempunyai tugas melaksanakan pelayanan,
bimbingan, pembinaan dan pengelolaan sistem informasi di bidang bimbingan
masyarakat  Katolik  berdasarkan  kebijakan teknis yang ditetapkan

oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

3.6.9 Pembimbing Masyarakat Hindu

Pembimbing Masyarakat Hindu mempunyai tugas melaksanakan pelayanan,
bimbingan, pembinaan dan pengelolaan sistem informasi di bidang bimbingan
masyarakat Hindu berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor

Wilayah Kementerian Agama.
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3.6.10 Pembimbing Masyarakat Buddha

Pembimbing Masyarakat Buddha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan,
bimbingan, pembinaan dan pengelolaan sistem informasi di bidang bimbingan
masyarakat Budha berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala

Kantor Wilayah Kementerian Agama.
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BAB IV

PEMBAHASAN

Pada akuntansi pemerintahan mempunyai kewajiban untuk melakukan
pencatatan terhadap transaksi-transaksi yang terjadi di suatu instansi. Saat kegiatan
magang, penulis ditempatkan pada subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara
pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat.

4.1 Prosedur Pembayaran Belanja Oleh Bendahara Pengeluaran pada Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan hasil pengamatan, diketahui bahwa prosedur pembayaran belanja
oleh bendaara pengeluaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera
Barat telah menggunakan sistem komputerisasi dalam pengelolaan data. lhwal ini
bertujuan untuk menghindari kesalahan data yang mengalami perubahan setiap
tahunnya, agar data lebih sesuai,tepat dan akurat. Dalam prosedur pembayaran
belanja oleh bendahara pengeluaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera
Barat melibatkan beberapa bagian :

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Kuasa Pengguna Anggaran merupakan pejabat dalam bidang pengadaan
yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran (PA) untuk menggunakan
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pada Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat sering disebut juga Kepala

Kantor Wilayah
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2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diberikan kewenangan
oleh Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat
mengakibatkan penggeluaran anggaran belanja negara atau daerah . tugas
dan wewenang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu :
a. Menyusun rencan pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dan
berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
b. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang atau jasa
c. Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian atau kontrak
dengan penyedia barang atau jasa.
d. Membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran.
e. Melaporkan pelaksanaan atau penyelesaian kegiatan kepada KPA
f. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan
berita acara penyerahan.
g. Melaksanakan kegiatan swakelola.
h. Memberitahukan kepada kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) atas
perjanjian kontrak yang dilakukan.
I. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian atau kontrak.
J.  Menguji dan menandatangani bukti mengenai hak tagih kepada negara
k. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan
tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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3. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)
Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar adalah pejaba yang diberi
kewenangan oleh Pengguna Anggaran (PA) /Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran serta menerbitkan
perintah pembayaran . Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
(PPSPM) memiliki tugas dan wewenang seperti:
a. Menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukungnya.
b. Menerbitkan SPM
c. Menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan

untuk dibayarkan.
d. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih.
e. Membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan.
f. Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA.
g. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan
pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.

4. Pejabat Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)
Pejabat Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) adalah pembantu
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk
melaksanakan pengelolaan administrasi belanja pegawai yang meliputi
penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban belanja pegawai pada
Satuan Kerja (SK). Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor
190/PMK.05/2018 adapun tugas dan wewenang Pejabat Pengelolaan

Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) yaitu:
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. Melakukan pencatatan data kepegawaian secara elektronik dan/atau manual
yang berhubungan dengan belanja pegawai secara tertib, teratur, dan
berkesinambungan.

. Melakukan penatausahan dokumen terkait keputusan kepegawaian dan
dokumen pendukung lainnya dalam mendosir setiap pegawai pada Satker yang
bersangkutan secara tertib dan teratur.

. Memproses pembuatan Daftar gaji induk, Gaji usulan, Kekurangan Gaji, Uang
Duka Wafat/Tewas, Terusan Pengahasilan/Gaji, Uang Muka Gaji, Uang
Lembur, Uang Makan, Honorarium, Vakasi, dan Pembuatan Daftar
Permintaan Perhitungan Belanja Pegawai lainnya.

. Memproses pembuatan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP).

. Memproses perubahan data yang tercantum pada Surat keterangan untuk
mendapatkan tunjungan keluarga setiap awal tahun anggaran atau setiap
terjadi perubahan susunan keluarga.

. Menyampaikan Daftar Permintaan Belanja Pegawai, ADK Perubahan Data
Pegawai, ADK Belanja Pegawai, Daftar Perubahan Data Pegawai, dan
dokumen pendukungnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

. Mencetak Kartu Pengawasan Belanja Pegawai Perorangan setiap awal tahun
dan/atau saat diperlukan.

. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penggunaan

anggaran belanja pegawai.
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4.2 Dokumen yang berkaitan dalam prosedur pembayaran belanja oleh
bendahara pengeluaran pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Sumatera Barat.

Dokumen yang digunakan dalam prosedur pembayaran belanja kegiatan yaitu
sebagai berikut:
1. Daftar Belanja

Daftar belanja dibagi menjadi 4 bagian yaitu :

a. Belanja Barang dan Jasa terdiri dari belanja keperluan kantor sehari-hari,
ATK, Langganan daya & jasa, dan Pekerjaan non fisik yang langsung
menunjang tugas pokok dan fungsi.

b. Belanja Pemeliharaan yang merupakan belanja yang digunakan untuk
mempertahankan asset tetap/ asset lainnya yang sudah ada kedalam kondisi
normal.

c. Belanja Perjalanan Dinas merupakan belanja yang digunakan untuk
membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan
jabatan.

d. Belanja Modal merupakan pengeluaran untuk perolehan asset tetap yang
setelah perolehan aset tetap mengakibatkan bertambahnya masa manfaat,
kapasitas, kualitas dan volume.

2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Surat permintaan pembayaran (SPP) diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung

jawab atas pelaksanaan kegiatan Pejabat Pengelola Administrasi Belanja

Pegawai (PPABP) untuk syarat pengajuan permintaan pembayaran kepada

Pengguna Anggaran.
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3. Surat Perintah Membayar (SPM)
Surat Perintah Membayar (SPM) diterbitkan oleh Pejabat Pengelola Administrasi
Belanja Pegawai (PPABP) dan diuji, diperiksa, dan ditandatangani oleh Pejabat
Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). Proses dokumen diinput
melalui aplikasi SAS (Sistem Aplikasi Satker).

3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) merupakan dokumen yang diterbitkan
oleh Bendahara berdasarkan SPM untuk melakukan pencairan dana. Bendahara
pengeluaran melengkapi dokumen untuk pencairan dana dan bendahara
pengeluaran yang melakukan pencairan dana yang diterbitkan oleh KPPN
melalui aplikasi OM-SPN (Online Monitoring - Sistem Pembendaharaan

Anggaran Negara).

4.3 Prosedur Pembayaran Belanja Pegawai dengan Metode Langsung

Prosedur pembayaran belanja pegawai dengan metode langsung yang ada
dilakukan secara komputerisasai pada Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Sumatera Barat yaitu:

a. Dimulai dari Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)
menginput Daftar Perubahan Data Pegawai yang kemudian di cetak. Setelah
itu Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai membuat Faktur
Belanja, kwitansi yang dicetak, dan kemudian ditandatangani oleh Pejabat
Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran yang kemudian

dilampirkan kepada PPK.
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b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerima Daftar Perubahan Data
Pegawai , Faktur Belanja dan kwitansi yang dilampirkan oleh PPABP. PPK
mengimput data SPP sesuai Daftar Belanja Pegawai yang kemudian di cetak
dan ditandatangani. Setelah itu Daftar Perubahan Data, Daftar Belanja,
kwitansi dan SPP di lampirkan kepada bagian PPSPM.

c. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) menerima
lampiran data yang berisi Daftar Perubahan Data Pegawai, Daftar Belanja,
kwitansi dan SPP. Daftar perubahan Data Pegawai dan Daftar Belanja
ditandatangani dan disetujui. Setelah itu PPSPM menginput, cetak,
tandatangan dan melampirkan SPM beserta Daftar Perubahan Data
Pegawai, Daftar Belanja, dan kwitansi kepada KPPN.

d. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) menguji dan memeriksa
kelengkapan SPM yang telah diberikan oleh satuan kerja yang kemudian
mencocokan ADK dengan SPM, Daftar Perubahan Data Pegawai, Daftar
Belanja dan kwitansi. Setelah pengujian dan pemeriksaan terhadap
kelengkapan dan kebenaran SPM dan dokumen pendukung, KPPN
menerbitkan SP2D rangkap 3. Rangkap pertama SP2D dilampirkan ke pada
PPSPM untuk di periksa dan di uji untuk kemudian di posting ke UAKPA
dan dibukukan oleh bendahara pengeluaran. Rangkap kedua SP2D yang
diterbitkan kemudian dicetak dan diberikan kepada pihak Bank operasional.

e. Bank Operasional melakukan pemindahbukuan sejumlah uang dari Kas
Negara ke rekening Pegawai atau Pihak ke 3 sebesar nominal yang tertera

pada SP2D yang diterima dari KPPN.
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f. Pihak ke 3 atau Pegawai kemudian menerima dana melalui rekening yang
tertera pada bank operasional, selesai.
4.4 Prosedur Pembayaran Belanja Pegawai dengan Metode UP (Uang
Persediaan)

a. Dimulai dari Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)
menginput Daftar Perubahan Data Pegawai yang kemudian di cetak. Setelah
itu Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai membuat Faktur
Belanja, kwitansi yang dicetak, dan kemudian ditandatangani oleh Pejabat
Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran yang kemudian
dilampirkan kepada Bendahara Pengeluaran.

b. Bendahara pengeluaran kemudian memeriksa Daftar Perubahan Data, Faktur
belanja dan Kwitansi yang kemudaian bendahara pengeluaran mentransfer
atau melakukan pembayaran dengan uang persedian kepada pihak ke 3 atau
pegawai sesuai dengan nominal yang diinginkan.

c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kemudian membuat SPP GUP yang
kemudian di cetak dan ditanda tangani dengan sekaligus melampirkan Daftar
Perubahan Data, Faktur Belanja, dan kwitansi kepada PPSPM.

d. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) menerima
lampiran data yang berisi Daftar Perubahan Data Pegawai, Daftar Belanja,
kwitansi dan SPP GUP. Daftar perubahan Data Pegawai dan Daftar Belanja
ditandatangani dan disetujui. Setelah itu PPSPM menginput, cetak,
tandatangan dan melampirkan SPM GUP beserta Daftar Perubahan Data

Pegawali, Daftar Belanja, dan kwitansi kepada KPPN.
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e. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) menguji dan memeriksa
kelengkapan SPM GUP vyang telah diberikan oleh satuan kerja yang
kemudian mencocokan ADK dengan SPM GUP, Daftar Perubahan Data
Pegawai, Daftar Belanja dan kwitansi. Setelah pengujian dan pemeriksaan
terhadap kelengkapan dan kebenaran SPM GUP dan dokumen pendukung,
KPPN menerbitkan SP2D rangkap 3. Rangkap pertama SP2D dilampirkan ke
pada PPSPM untuk di periksa dan di uji untuk kemudian di posting ke
UAKPA dan dibukukan oleh bendahara pengeluaran. Rangkap kedua SP2D
yang diterbitkan kemudian dicetak dan diberikan kepada pihak Bank
operasional.

f. Bank Operasional melakukan pemindahbukuan sejumlah uang dari Kas
Negara ke rekening bendahara pengeluaran sebagai uang persediaan pada

setiap periode tertentu.

4.5 Flowchart Prosedur Pembayaran Gaji

Prosedur pembayaran gaji pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Sumatera Barat terdiri dari beberapa entitas yaitu, Petugas Pengelolaan Administrasi
Belanja Pegawai (PPABP), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penanda
tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN), Bank Operasional, dan Pihak ke 3 atau pegawai Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat.
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1. Flowchalrt Prosedur Pembalyalraln Galji dengaln Metode Lalngsung
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2. Flowchart Prosedur Pembayaran Gaji dengan Metode Uang Persedian (UP)
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4.6 Sistem Pengendalian Intern pada Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Sumatera Barat

1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment)

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat memiliki
pegawai yang berintegritas dan berkompeten. Semua pegawai harus bisa
menumbuhkan dan memelihara serta memanfaatkan lingkungan di dalam
internal perusahaan agar dapat menciptakan kebersamaan terhadap kebijakan
dan prosedur agar tidak terjadi pelanggaran terhadap aturan .

Dengan memberikan pelatihan agar dapat membantu pegawai
mempertahankan dan meningkatkan pekerjaannya dari pada berada diluar
kantor pada jam kerja dan pada setiap akhir tahun Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Sumatera Barat melakukan penilaian kinerja terhadap setiap

pegawai.

2. Penilaian Resiko (Risk Assessment)

Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat
memberikan penilaian terhadap resiko yang akan dihadapi oleh organisasi baik
didalam maupun di luar organisasi. Seperti melakukan pengecekan terlebih
dahulu oleh PPK sebelum mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
Jika dokumen sudah dinyatakan lengkap maka PPK dapat menandatangani

persetujuan pengajuan SPP tersebut.

3. Aktivitas Pengendalian (Control Activities)

Aktivitas Pengendalian yang dilakukan oleh Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dilakukan secara efektif dan

efisien untuk mencapai tujuan suatu organisasi dengan menggunakan aplikasi
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4.

penunjang untuk memepermudah dan mempercepat pelaksanaan penatausahaan
keungan seperti SAS (Sistem Aplikasi Satker) dan OM-SPN (Online Monitoring
- Sistem Pembendaharaan Anggaran Negara). Kegiatan pengendalian dilakukan
dengan otorisasi transaksi pada setiap dokumen yang masuk maupun keluar
ditandai dengan adanya tanda tangan Kuasa Pemgguna Anggaran atau Kepala
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat.
Informasi dan komunikasi

Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat
informasi dan komunikasi antara para pegawai sangat penting karena diperlukan
kerjasama dalam memberikan informasi ke publik agar tidak terjadi perbedaan
informasi terhadap pekerjaan yang sekiranya dapat menimbulkan keraguan.

Pemantauan

Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat
dalam proses pengajuan pembayaran dilaksanakan survei terhdap prosedur yang

dilaksanakan agar tidak ada kendala yang terjadi saat penerbitan.
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BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan mengenai Sistem Akuntansi
Pembayaran Belanja oleh Bendahara Pengeluaran pada Kantor Wilayah
Kementerian Agama Sumatera Barat maka penulis dapat mengambil kesimpulan

sebagai berikut:

1. Tujuan magang untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem akuntansi pada
Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Barat.

2. Pelaksanaan pembayaran belanja pada Satuan Kerja (Satker) yaitu Uang
Persediaan(UP), Ganti Uang(GU), Langsung(LS) pada Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat sudah efektif dan berpedoman
sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kaidah-kaidah pengelolaan keungan yang
sehat dalam Pemerintahan dan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian
Laporan Keuangan Kementerian Negara atau Lembaga.

3. Sistem pencatatan belanja kegiatan menggunakan dokumen berupa daftar
belanja, surat permintaan pembayaran (SPP), surat perintah membayar (SPM),
dan surat perintah penciran dana (SP2D) yang telah memadai

4. Sistem Pengendalian Intern yang mengacu pada Sistem Pengendalian Internal

Pemerintah (SPIP) pada Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008
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5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, saran atau masukan untuk Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat diantaranya:

1. Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat kualitas
sumber daya manusia sudah dinilai cukup baik dan perlu lebih ditingkatkan serta
dipertahankan kualitas sumber daya manusianya.

2. Sistem Akuntansi Pembayaran belanja yang dilakukan oleh Bendahara
pengeluaran saat ini sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa
tahapan proses yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan pada beberpa bagian
satuan kerja setempat. Sehingga hal ini dapat mengurangi terjadinya kesalahan
pada alur pembayaran belanja. Maka diperlukannya upaya seperti memantau dan
mengawasi sistem aplikasi untuk mendeteksi adanya kelemahan atau kekurangan
agar dapat segera ditemukan solusinya untuk memperbaiki sistemnya.

3. Pada bagian pengarsipan perlu adanya peningkatan penataan agar tidak ada arsip

lama yang hilang atau sulit ditemukan saat dibutuhkan.
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